SALINAN

VS oa

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Mengingat:

terdapat beberapa ancaman bencana yang sering
terjadi dan berdampak besar sehingga diperlukan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk
memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan
tepat pada saat terjadi bencana;

b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Provinsi
Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa rencana
penanggulangan kedaruratan bencana dapat
dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Rencana Kontingensi Bencana di Daerah;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945S5;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 51);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan:

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2022 Nomor 13);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah  Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 83);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
KONTINGENSI BENCANA DI DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD
adalah badan yang membidangi penanggulangan bencana
di Daerah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah
yang tepat guna dan berdaya guna.

Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap
keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara
lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario
dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan
dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja
yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah dalam melaksanakan
penanggulangan kedaruratan Bencana.

Rencana Operasi Darurat Bencana adalah dokumen perencanaan tindakan
operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan
tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan
disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk
Rencana Kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan
penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman atau
landasan operasional dalam penanganan kedaruratan Bencana di Daerah.



Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

menurunkan risiko Bencana melalui Kesiapsiagaan penanganan darurat
Bencana secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha,
dan masyarakat di Daerah;

menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana
saat diaktivasi menjadi rencana operasional,

mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan
masyarakat di Daerah dalam penanganan darurat Bencana; dan

sebagai instrumen dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah
terhadap penanganan Bencana.

BAB 11
RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana di Daerah.

Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 5

Rencana Kontingensi Bencana merupakan bagian dari
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Rencana Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi
Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat Bencana.

Pasal 6

Prinsip Rencana Kontingensi Bencana meliputi:

a
b
c.
d.
e
f.
g
h

efisiensi dan efektifitas;
berorientasi pada pengguna;
kejelasan dan kemudahan;
keselarasan;

keterukuran;

dinamis;

kepatuhan hukum; dan

kepastian hukum.



Pasal 7

(1) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana dalam peraturan Gubernur ini
terdiri atas:

a. Bencana kebakaran hutan dan lahan;
b. Bencana banjir;

c. Bencana kekeringan; dan

d. Bencana longsor.

(2) Sistematika Dokumen Rencana Kontingensi Bencana kebakaran hutan dan
lahan dan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf ¢, meliputi:

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Situasi;

c. BABIII Tujuan dan Sasaran;

d. BABIV Pelaksanaan;

e. BABV Administrasi dan Sumber Daya;
f. BAB VI Penutup;

g. BAB VII Rencana Tindak Lanjut; dan

h. Lampiran.

(3) Sistematika Dokumen Rencana Kontingensi Bencana banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Situasi;

c. BABIII Tujuan dan Sasaran;

d. BABIV Pelaksanaan;

e. BABYV Administrasi dan Sumber Daya;

f. BAB VI Penutup;

g. BABVII Pemutakhiran dan Pengujian; dan
h. Lampiran.

(4) Sistematika Dokumen Rencana Kontingensi Bencana longsor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Situasi;

c. BABIII Tujuan dan Sasaran;

d. BABIV Pelaksanaan;

e. BABV Administrasi dan Sumber Daya;

f. BAB VI Pengendalian;

g. BABVII Pemutakhiran dan Pengujian; dan
h. Lampiran.



(5)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan
Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III
EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 8

Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling singkat
setiap 1 (satu) tahun.

Evaluasi dan pemutakhiran dokumen Rencana Kontingensi Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara
bersama untuk semua jenis Bencana ataupun dilakukan secara terpisah
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Kepala BPBD mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Evaluasi dan pemutakhiran dokumen Rencana Kontingensi Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:

a. situasi (skenario kejadian yang meliputi wilayah dan masyarakat
terdampak);

b. struktur organisasi fungsi dan tugas masing-masing stakeholder; dan
c. sumber daya manusia dan peralatan.

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui
Surat Keputusan Kepala BPBD.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana bersumber dari:

a.
b.

anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Maret 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SELATAN

GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.
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